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Svarat
Ekspor CPO
Bertambah

Selain mendapatkan hak ekspor
atas pemenuhan kewajiban

memasok kebutuhan domesti

eksportir minyak sawit mentah
(CPO) harus punya bukti pembelian

CPO dari bursa.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerint
menerbitkan  regu

tang  ekspor  minyak
sawit mentah atau CPO me-
lalui bursa berjangka Indone-
sia. Regulasi baru yang di
canakan terbit akhir

23 ini bakal menambah
in atau persetujuan ¢
0,

Ju

B tambahan  untuk
mendapatkan persetujuan eks-
por itu adalah eksportir harus
memiliki bukti transaksi per-
dagangan CPO di bursa ber-
jangka. Sebelumnya, eksportir
CPO cukup memiliki hak el
por (HE) atas pemenuhan
wajiban_memasok kebutuhan
domestik (DMO) CPO.
Direktur  Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan Di
rektorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Per-
dagangan (Kemendag) Farid
Amir, Rabu (28/6/2023), me-
kan, ekspor CPO melalui
rsa berjangka komodi
nya mengatur CPO deng
kode HS 15111000. Produk tu-
runan CPO tidak termasuk da-
lam aturan itu.
CPO dipilih lantaran volume
ekspornya tidak terlalu besar.

kan guncangan yang terlalu be-
sar.

Menurut Farid, ekspor CPO
hanya dapat dilakukan eks-
portir terdaftar (ET) dan me-
miliki HE. HE diperoleh dari
pemenuhan  DMO  dan/atau

dari pihak yang mengalik
HE pemenuhan DMO. N:
mun, sebelum mengekspor
CPO, eksportir haru; m.mnur-
dagangkan CPO i
bursa berjangka. D\m trans
iitu, eksportir bakal mendapat-
kan bukti pembelian CPO dari
bursa.

"Bukti pembelian CPO di
bursa berjangka itu bakal men-
jadi dokumen yang akan d
gunakan d: pemrosesa
persetujuan  ekspor,”  ujar-
nya melalui siaran pers di Ja-
karta.

Terkait dengan hal itu, Ba-
dan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komaoditi (
ti) akan menerbitkan peratur-
an Bappebti tentang pe-
tunjuk teknis perdagangan p
sar fisik ekspor CPO. Bappebti
juga akan mengeluarkan per-
aturan tata tertib bursa ekspor
CpPO.

S5

Dalam Rancangan Peratur-
an Bappebti tentang Petunjuk
Teknis Pasar Fi-

Adapun Rancangan Peratur-
an Tata Tertib CPO
melalui bursa berjangka berisi
ketentuan lebih teknis, antara
lain mencakup syarat dan tata
cara penerimaan peserta pen-
jual/ pembeli, hak dan kewa-
pembeli,
jaminan transaksi,
me pengawasan, serta
mekanisme penyerahan fisik
CPO.

Penciptaan harga

Pelaksana Harian Kepala
Bappebti Isy Karim menjelas-
kan, ekspor CPO melalui bursa
berjangka dapat menciptakan
bank data CPO yang akurat.
satu tujuannya adalah
sebagai sarana penciptaan har-
ga dan pembentukan harga
acuan yang transparan.

Kebijakan itu diharapkan
dapat diimplementasikan de-
ngan mempertimbanglan kon-
trak jangka panjang dan mu-
dah “dalam _ pel;

7 Ew

g harus Kompetti atau mi-
nimal sama dengan biaya tran-
saksi CPO yang dilakukan se-
lama ini oleh pelaku usaha In-

di'bursa Malaysia,” ka-

menciptakan hul A
CPO itu mendapat apresiasi
positif sekaligus kekhawatiran
dari petani. Petani sawit ber-
harap agar bursa CPO Indo-
nesia bisa membentuk harga
acuan CPO yang bagus dan
tidak menekan harga tandan
buah segar (TBS) kelapa sawit
di tingkat petani

Sekretaris Jenderal Serikat
Petani Kelapa Sawit (SPKS)
Mansuetus I).lrlnhcrmmlu[) at,
tujuan burs:
bangun d.
bentuk harga referer
bagus. Namun, jangan sam-
pai setelah bursa berjalan, ha-
silnya tetap sama dengan me-
kanisme lelang CPO di dalam
ang selama ini di
PT Kharisma Pem:
saran  Bersama  Nusantara
(KPBN).

*Kami berharap harga CPO
di bursa nanti lebih baik dm\
k ||mtmkan harga TB!
anya ketil

b un;.l i Jakarta, Kamis
(29/6).
Menurut pemerintah

perlu melihat dampaknya ke-
pada pengusaha kecil CPO
yang bukan eksportir. Mereka
biasanya  mengambil  TBS
dari petani dan menjual CPO
ke perusahaan besar yang

itas terse-

sik untuk Ekspor CPO, peme-
rintah, antara lain, mengatur

Kliring CPO serta per
perizinan bursa dan lembaga
Kliring CPO. Regulasi itu men-
cakup pula tata cara perd
gangan di bursa CPO,
nisme pengawasan oleh Bap-
pebti dan bursa CP(

kanisme penyel

an perseli-
sihan dan force majeur (ke-
adaan memaksa).

dil sehingga bisa berimbas ke
harga TBS petani. Karena itu,
pengawasan transparansi per-
dagangan CPO tersebut tidak
hanya dilakukan di bursa
tetapi hingga pembentukan
|.

lmrm— dan TBS di tingkat pe-
tani. (HEN)
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